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Salinan
NO: 1 /LD/2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2015

BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan fungsi
pengelolaan barang milik

daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
dan efektifitas penerapan
standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual
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berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah, maka
kelembagaan Dinas Keuangan
Daerah Kabupaten Indramayu
yang tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kabupaten
Indramayu sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 8
Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kabupaten Indramayu,
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 8 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah
Kabupaten Indramayu;



Mengingat
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Pasal 18 Ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 14
Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950)
sebagaimana  telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan  mengubah
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang  Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang  Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4737);



10.

11.

12.

13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk  Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun



14.

15.

16.

17.
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2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk  Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 4 Tahun
2007 tentang  Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
di Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2007 Nomor
4 Seri A.2);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten

Indramayu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 6
Tahun 2008 Seri : D.2);



18.

19.

20.
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Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 8 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah
Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 8 Tahun
2008 Seri : D.4) sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir  dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 8 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah
Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2014 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 5 Tahun
2010 Seri : B.1);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 6 Tahun
2010 Seri : B.2);



21.

22.

23.

24.

25.
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Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pajak Sarang
Burung Walet (Lembaran

Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 7 Tahun 2010 Seri :
B.3);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 12  Tahun
2010 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 12 Tahun
2010 Seri : B.4);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 13 Tahun
2010 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 13 Tahun
2010 Seri : B.5);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 14  Tahun
2010 tentang Pajak Penerangan
Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor
14 Tahun 2010 Seri : B.6);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 15 Tahun
2010 Seri : B.7);



26.

27.

28.

29.
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Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pajak Air Tanah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 16 Tahun
2010 Seri : B.8);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu  Nomor 17 Tahun
2010 Seri : B.9);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 18  Tahun
2010 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 18 Tahun
2010 Seri : E.2);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun
2013 Nomor 1);
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30. Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 7 Tahun
2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG DINAS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU.
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Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri :
D.4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten
Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Susunan organisasi Dinas Keuangan Daerah,
terdiri dari :

a. Kepala

b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pendapatan I, membawahkan :
1. Seksi Pendataan;



(2)

(3)
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2. Seksi Penetapan,;
3. Seksi Penagihan.

d. Bidang Pendapatan II, membawahkan :
1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
2. Seksi Penagihan dan Pelayanan;
3. Seksi Pendapatan Lain-lain.

e. Bidang Anggaran, membawahkan :
1. Seksi Penyusunan Anggaran;
2. Seksi Anggaran Non Program;
3. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
1. Seksi Belanja Program,;
2. Seksi Belanja Non Program,;
3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah.

g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
1. Seksi Akuntansi;
2. Seksi Pelaporan.

h. Bidang Aset, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
2. Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan;
3. Seksi Penatausahaan dan Pengendalian.

i. UPTD

j- Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Keuangan
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan
tata kerja Dinas Keuangan Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22 -4 -2015

BUPATI INDRAMAYU,
Cap/ttd

ANNA SOPHANAH
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Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,
Cap/ttd
AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2015 NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR  REGISTER  PERATURAN  DAERAH
KABUPATEN  INDRAMAYU  PROVINSI  JAWA
BARAT : 54 /2015



